
BUPATI LUWU UTARA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR: 39.A TAHUN 2017 

TENT ANG 

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat 
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Si stern Perencanaan Pembangunan National 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah adiubah beberapa Kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 







:, 
t• 

dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2017 sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 2 merupakan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018, dengan 
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
Tahun 2018, dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2018, disesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah 
dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran 
pembangunan tahun 2018. 

(2) RKPD Tahun 2018 dijadikan sebagai: 
.,, a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah, berupa Program/Kegiatan Perangkat 
Daerah dan/ atau lintas Perangkat Daerah; 

b. konsistensi program dan sinkronisasi 
pencapaian sasaran RAPED; 

c. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk 
menyusun RAPED; dan 

d. pedoman dalam mengevaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APED. 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 
2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum 
dan strategi prioritas APED di DPRD. 

(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 
dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perangkat Daerah bersama DPRD. 

Pasal 5 

(1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja 
Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana 
Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang 
keluaran kegiatan dan indikator kenerja masing­ 
masing program. 




